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ABSTRAK

Laporan keuangan bank adalah catatan informasi keuangan suatu bank pada
suatu periode akuntasi untuk mengetahui keadaan keuangan suatu bank. Laporan
keuangan yang tidak benar dalam suatu bank merupakan tindakan pencatatan palsu
yang bertujuan memanipulasi atau mempercantik laporan tersebut. Kerugian yang
ditimbulkan tidak hanya bagi bank itu sendiri, tetapi terhadap bank lainnya dan juga
nasabah, sehingga diperlukan analisis mengenai pertanggungjawaban hukum
terkait tindakan pencatatan palsu yang dilakukan oleh bank serta pengawasan yang
dilakukan oleh Otoritas Jasa keuangan dengan memberikan sanksi sesuai dengan
yang berlaku.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu
penelitian yang mengacu pada hukum positif dan asas-asas hukum. Sifat penelitian
yang digunakan adalah deskriptif yaitu menggambarkan pertangungjawaban bank
dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan serta penerapan sanksi terkait tindakan
pencatatan palsu. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan beserta perubahannya, Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 tahun
2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia No.
14/14/PBI1/2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan bank. Pendekatan
penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan Undang-
Undang. Data-data yang digunakan dianalisis secara deduksi sebelum mengambil
suatu  kesimpulan.  Hasil  penelitian  menunjukan bahwa  perlunya
pertanggungjawaban secara hukum terhadapat tindakan pencatatan palsu yang
dilakukan bank. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa terdapat kualifikasi-
kualifikasi dalam menentukan suatu tindakan pencatatan dapat dikatakan sebagai
tindak pidana perbankan.

Suatu bank dapat dikatakan melakukan suatu pencatatan palsu apabila membuat
suatu laporan yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Bank dalam melakukan
tindakan pencatatan palsu dapat diminta pertanggungjawaban dalam bentuk sanksi
perdata, pidana dan administratif. Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi bank
memiliki fungsi dan peran yang sangan penting dan juga dapat memberika sanksi
sebagimana diatur dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.

Kata  kunci: Laporan Keuangan  Bank, Pencatatan  Palsu,

Pertanggungjawaban Hukum
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JURIDICAL ANALYSIS OF BANK’S ACCOUNTABILITY AND MONETARY
SERVICE AUTHORITY SUPERVISION RELATED TO FALSE
RECORDING ACTIONS BASED ON THE LEGISLATION IN THE FIELD

OF BANKING

ABSTRACT

Bank financial report is a monetary information record of a bank on an
accounting period to show the monetary condition of a certain bank. Incorrect
report in a bank is a false recording action which has an objective to manipulate
or to change the report. The disadvantages caused by those action are not only
affecting the bank, but also affecting other banks and the customers as well. Hence,
an analysis regarding law accountability related to false recording action
committed by a certain bank and the supervision implemented by Monetary Service
Authority by giving a suitable sanction according to the valid law is essential to be
conducted.

This thesis uses normative juridical research method, a research which
refers to positive and principles of law. The research characteristics used in this
thesis is descriptive one which describes the bank accountability and Monetary
Service Authority supervision along with the sanction implementation regarding
the false recording action. The primary law materials used are Law Number 7 Year
1992 Regarding Banking along with its amendment, law Number 23 Year 1999
Regarding Bank of Indonesia, Law Number 21 Year 2011 Regarding Monetary
Service Authority, Regulation of Bank of Indonesia No. 14/14/PBI1/201 regarding
Bank Report Transparency and Publication. The research approachs used here are
conceptual and Law approaches. The data used are analyzed by deductions before
a conclusion is drawn. The research finding shows that a legal liability is necessary
to be implemented whenever a false recording is committed by the bank. The
findings also show that there are qualifications in determining a recording action
which can be considered as banking criminal action.

A bank can be considered committing false recording if the bank creates a
report which is not suitable with the fact. The bank, in committing false recording,
obligated for accountability in a form of civil, criminal and administrative sanction.
Monetary Service Authority in supervising the bank has essential functions and
roles and could give the sanction as regulated in Monetary Service Authority Laws.

Keywords: Bank Financial Report, False Recording, Legal Liability
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